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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 687/Pdt.G/2019/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bengkulu  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

Cerai  Talak pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon,  umur  25  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,

pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota

Bengkulu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur  22  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota

Bengkulu,  namun  sekarang  tidak  diketahui

keberadaannya  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia

(Ghaib), sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

 Telah membaca surat-surat perkara;

 Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  dan  telah  memeriksa

bukti surat dan saksi-saksi di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2019

yang terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register

perkara  Nomor  687/Pdt.G/2019/PA.Bn,  tanggal  12  Agustus  2019

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Termohon   pada   hari  Senin   tanggal  28  November   2016  dihadapan

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sungai
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Serut,  Kota  Bengkulu,  sebagaimana ternyata  dari  Kutipan Akta Nikah

Nomor : 170/17/XI/2016  tanggal 28 November 2016; 

2. Bahwa  setelah  akad  nikah  Pemohon  dengan  Termohon  hidup

membina rumah tangga dengan mengambil  tempat  kediaman  bersama

di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pasar Bengkulu selama  lebih

 kurang 1 tahun sampai berpisah; 

3. Bahwa  setelah  akad  nikah  Pemohon  dengan  Termohon  telah

melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1

orang yaitu:

- Anak  Pemohon dan Termohonu mur 2 tahun 1 bulan (lahir 09 Juli

2017); 

Anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon; 

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon berjalan rukun  dan  harmonis selama  lebih kurang  6 bulan,

akan tetapi sejak bulan Juni  tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran dengan sebab:

- Termohon selalu merasa kurang dengan Penghasilan Pemohon; 

- Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-

nasehat dari Pemohon; 

- Termohon sering mencaci maki orang tua Pemohon; 

5. Bahwa  pada  bulan  November  tahun  2017  terjadi  puncak

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena  masalah

Termohon yang selalu  merasa kurang dengan penghasilan Pemohon,

akibat dari hal tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah

hingga sekarang dan selama hidup berpisah 1 tahun 9 bulan tersebut

antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi; 

6. Bahwa  selama  berpisah  tersebut,  Termohon  tidak  pernah

mengirim kabar berita kepada Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha
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bertanya  kepada  orang  tua,  keluarga,  teman-teman,  tetangga,  dan

orang-orang  yang  mengenal  Termohon  namun  tidak  ada  yang

mengetahui keberadaan Termohon; 

7. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya hal ini

sesuai  dengan surat  keterangan  Ghaib  yang  diketahui  oleh  Lurah 

Kelurahan  Pasar  Bengkulu  Nomor:  400/31/1006/VII/PS-BKL-2019 

tanggal 29 Juli 2019;  

8. Bahwa   Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon

karena  untuk  membina  rumah  tangga  yang  bahagia  tidak  mungkin

terwujud; 

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di

atas,  maka  Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini memutus sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon untuk  menjatuhkan   talak   satu

roj'i terhadap Termohon  di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu; 

3. Menetapkan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  datang

menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah, meskipun menurut  relaas  panggilan Nomor 687/Pdt.G/2019/PA.Bn

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui RRI

Cabang Bengkulu masing-masing tanggal 21 Agustus 2019 dan 11 September

2019  yang  dibacakan  di  persidangan,  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya
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tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa

tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di  persidangan, upaya damai

dan  mediasi  tidak  dapat  dilakukan,  namun  demikian  pengadilan  telah

memberikan  nasehat  secukupnya  kepada  Pemohon  agar  bersabar  dan

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon

menyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan

Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  pernikahannya  Pemohon  telah

mengajukan  bukti  tertulis  berupa  fotokopi  dari  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

Nomor: 170/17/XI/2016, tanggal 28 November 2016, dikeluarkan oleh Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Sungai  Serut  yang  telah  dibubuhi  materai  Rp.

6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil  permohonannya  tentang  terjadinya

perselisihan dan pertengkaran, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua

orang saksi, yang masing- masing sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di

bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi

adalah ibu kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pasar Bengkulu selama lebih

kurang 1 tahun sampai berpisah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai  keturunan 1 orang

anak sekarang ikut dengan Pemohon; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada

awalnya berjalan baik dan rukun,  namun sekarang ini  rumah tangga
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mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi

sejak bulan Nopember 2017; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan

Pemohon,  Termohon  sering  membantah  dan  tudak  mau  mengikuti

nasehat-nasehat dari Pemohon, Termohon sering mencaci maki orang

tua Pemohon; 

- Bahwa saksi melihat dan mendengar tentang peristiwa perselisihan dan

pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Nopember 2017 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon; 

- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga Pemohon, namun

tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi; 

- Bahwa sudah cukup; 

2. Saksi Kedua, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu di

bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

- Bahwa  saksikenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi

adalah tetangga Pemohon; 

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pasar Bengkulu selama lebih

kurang 1 tahun sampai berpisah; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai  keturunan 1 orang

anak sekarang ikut dengan Pemohon; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada

awalnya berjalan baik dan rukun,  namun sekarang ini  rumah tangga
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mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi

sejak bulan Nopember 2017; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan penghadilan

Pemohon,  Termohon  sering  membantah  dan  tidak  mau  mengikuti

nasehat-nasehat dari Pemohon, Termohon sering mencaci maki orang

tua Pemohon;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar, tentang peristiwa perselisihandan

pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

nopember 2017 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon; 

- Bahwa pernah diusahakan untk rukun oleh keluarga Pemohon, namun

tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi; 

- Bahwa sudah cukup; 

 

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun

lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang  tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon

tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir

dan  perkara  ini  dapat  diperiksa   lebih  lanjut  dengan  tanpa  hadirnya

Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo

Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam  Jo.  PERMA Nomor 1

Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati  Pemohon agar

rukun kembali  dengan  Termohon,  tetapi  tidak  berhasil,  sementara  upaya

damai  melalui  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Termohon  tidak

datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil

bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  awalnya  rukun  dan

harmonis kurang lebih 6 bulan, tetapi sejak bulan Juni 2017 sudah mulai

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus,  yang

penyebabnya  sebagaimana  terurai  pada  posita  permohonanan  Pemohon

point  4  yang  puncak  pertengkaran  terjadi  pada  bulan  November  2017

akibatnya sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah

selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan karena Pemohon pergi meniggalkan

rumah kediaman bersama dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang,

maka dengan demikian tidak mungkin  lagi diharapkan  antara  Pemohon

dengan Termohon  dapat  hidup rukun damai dalam suatu rumah tangga

yang bahagia;

Menimbang,  bahwa  ketidak  hadiran  Termohon  ke  persidangan,

Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan

dalil permohonan Pemohon dan seogiyanya dengan pengakuan  aquo  dalil

permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu

pengakuan  adalah  merupakan  bukti  bersifat  sempurna,  mengikat  dan

menentukan (vide Pasal  311  R.Bg.),  namun karena  perkara  ini  masalah

perkawinan  (perceraian)  yang  berhubungan  dengan  hukum  perorangan
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(personal  recht)  dimana  suatu  pengakuan  baru  dipandang  sebagai  bukti

permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonannya,

Pemohon  telah  mengajukan  bukti  tertulis  dan  dua  orang  saksi  masing-

masing bernama  Saksi Pertama dan Saksi Kedua, dalam hal ini Majelis

Hakim memberi pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti  tertulis P yaitu Fotokopi

Kutipan  Akta  Nikah  Nomor: 170/17/X/2016,  tanggal  28  November  2016,

adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena

itu  alat  bukti  tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian  yang  mengikat  dan

sempurna, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

adalah  suami  isteri  yang  sah,  sehingga  Pemohon  dan  Termohon  harus

dinyatakan  sama-sama berkwalitas  untuk   bertindak  sebagai  pihak-pihak

dalam perkara ini,  bukti  tertulis  yang diajukan Pemohon telah memenuhi

syarat formil  dan materiil  pembuktian, maka bukti  tersebut dapat diterima

sebagai  bukti  dalam  hal  hubungan  hukum  antara  Pemohon  dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon

yang  berkaitan  dengan  peristiwa  hukum  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, di  persidangan Pemohon

telah  menghadirkan  dua  orang  saksi,  kedua  orang  saksi  tersebut  tidak

terlarang sebagai saksi, keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah

dan  saling  bersesuaian  satu  sama  lain  serta  relevan  dengan  dalil

permohonan Pemohon,  dengan demikian   telah  terpenuhi  maksud Pasal

171 dan 175 serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., intinya adalah antara Pemohon

dan Termohon sering berselisih dan bertengkar,  Pemohon dan Termohon

telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan, Pemohon

yang  pergi  pergi  meniggalkan  rumah  kediaman  bersama  dan  tidak  ada

komunikasi lagi hingga sekarang ini,  serta pihak keluarga telah berusaha

untuk mendamaikan Termohon, tetapi  tidak berhasil,  maka Majelis Hakim

berpendapat  saksi  Pemohon tersebut   telah memenuhi  syarat  formil  dan

materiil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga atas bukti saksi,
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diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai  lex specialist  dari aturan

umum; 

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah

dikuatkan kebenarannya oleh bukti  P dan keterangan dua orang saksi  di

persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah

menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang

lebih 6 bulan kemudian sejak pertengahan bulan Juni 2017 berubah mulai

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya antara Pemohon dan

Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah memakan waktu

selama  lebih  kurang  1  tahun  9  bulan.  Maka  dengan  itu  permohonan

Pemohon tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan dan  tidak ada

harapan  lagi  untuk  dapat  hidup  rukun  dalam  suatu  rumah  tangga  yang

bahagia;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Pemohon  telah

dinyatakan sudah cukup beralasan dan  tidak ada harapan lagi untuk dapat

hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga

Pemohon  dan  Termohon  tersebut  sebenarnya  telah  pecah  (Marriage

breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam

surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon

telah  terpenuhi  alasan perceraian  sebagaimana dimaksud oleh  Pasal  39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f)

Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal

116 huruf  (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut

sudah sepatutnya dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa  karena permohonan Pemohon telah dikabulkan,

maka  dengan  ini  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan   talak   satu  roj'i

terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan

patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang

permohonan  Pemohon  telah  dinyatakan  cukup  beralasan,  maka  sesuai
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dengan  Pasal  149  ayat  (1) R.Bg,   permohonan  Pemohon  tersebut

dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka sesuai  dengan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan

kepada Pemohon; 

Mengingat   dan  memperhatikan  segala  peraturan  perundang-

undangan  yang berlaku dan hukum syara’ yang  berkaitan  dengan perkara

ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon untuk  menjatuhkan   talak   satu  roj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam rapat  permusyawaratan  Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul akhir 1441  Hijriyah oleh Nusri Batubara,

S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, H.  M. Sahri, S.H., M.H. dan Drs. Dailami,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi

para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh  Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon tanpa  hadirnya

Termohon;

Hakim Anggota 

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.
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Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Perincian biaya :
-  Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
-  Biaya Panggilan : Rp 210.000,00
-  Biaya PNBP : Rp 20.000,00 
-  Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
-  Biaya Meterai : Rp             6.000,00
J u m l a h : Rp 326.000,00
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
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